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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHDN 1983
TEMTANG ‘
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

PRESIDEN REPUBLIK IWDOWESIA '

Menimbang : a. bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam
rangka peningkatan pendayagunsan aparatur Negara dalam pe
laksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan
menﬁju terwvujutnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

b. bahwa agar kegiatan pengawasan dapat menecapal sasaran dan
hagil yang diharapkan, dipandang perlu untuk menetapkan
Instruksi Presiden mengenai garis hesar tata kerja penga-

wasan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan.

Mengingat : 1. Pasal L ayat (1) Undang~undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1980 tentang Pelaksana
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagalmana te-
lah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981;
3. Keputusan Presiden Nomgr 31 Tahun 1983 fentang Badan Pe -
ngawasan Keuangan dan Pembangunan‘.
MENGINSTRUKSIKAN
Kepada t 1. Para Menteri;
2. Panglé:lima Angkatan Bersenjata/?angklima Komando Operasi
Pemuliban dan Ketertiban;
3. Jaksa Agung;
Li. Gubenur Bank Indonesiaj
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara;
7. Para Gubenur Kepala Daerah Tingkat I.
“Totuk '
PERTAMA ¢ Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang ei‘ektif ke dalan

tubuh aparatur Pemerintah éi dalam lingkungan masing~masing

secara terus-menerus dan menyeluruh dalam bentuk :

a. pengawasan . . . .
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a, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan masing-masing
satuan organisasi/satuan kerja terhadap bawahannya.

b. pengawasan yang dilakukan 'oleh aparatur pengawasan fungsional
yang bersangkutan.

KEDUA

Berdasarkan hagil-hasil pengawasan mengambil langkah-langkah
yang perlu sesuai dengan ketentuan peréturan perundang-undang-
an yang berlaku untuk : _

a. Menyempurnakan unsur aparatur di bidang kelembagaan kepege-
waian, dan ketatalaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tu-
gas~-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan berpegarg
kepada prinsip daya guna dan hasil guna;

b, Melakukan penindakan penertiban dan penindakan secars umum
yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi,penyalahgunaan we
weneng, kebocoran dan pemborosan kekayaan Negara, pungutan
liar, dan tindakan penyelewengan lain, baik yang melanggar
peraturan perundang-undangan yang beralaku maupun yang ber-
tentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang ada serta
menghambat pembangunan.

KETIGA

Memperhatikan dan mempergunakan petunjuk-petunjuk dalam pedo-
man pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalem lampiran ins-
truksi Presiden ini.

KEEMPAT Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan 4i Jakarta
pada tanggal L Oktober 1983

" PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
Disalin sesuai aslinya oleh SOEHARTO
SEKRETARIAT KABINET R . I .
¥epala Biro Hukum

dan Perundang-undangan
ttd.
Drs. Poedjo Moeljono, S5.H.
LMPIRAN e & ® o @
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LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1983
TANGGAL 4 QKTOBER isg3
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PEDOMAN PENGAWASAN
BAB I

UMUM
Pasal 1

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pe-

laksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diper-

hatikan hal-hal berikut:

a. agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara
tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku serta berdasarkan séndinseﬁdi‘kewajaran penyelenggara
an pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan

tepat guna yang sebaik-baiknya:

b. agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai déngan ren-
cana dan program Pemerintah serta peraturan perundang- un
dangan yang berlaku seﬁingga tercapai sasaran yang dite-’
tapkan: - . _

c. agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh
tercapal untuk memberi umpan .balik berupa pendapat,kesim
pulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan,pem
binaan, dan pelaksanasn tugas umum pemerintahan dan pem-
bangunan;

d. agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebo
coran, "dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang,tenaga,
uang, dan perlengkapan milik Neéaré, sehingéa dapat ter-
bina‘ébafatur yang teértib, bersih, berwibawa, bechasil
guna, dan berdaya guna.

' Pasal 2
Pengawasan terdiri dari '
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pimginan/atasan langsung

baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah:

b. Pengawasan....
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Pengawasan yéng dilakukan secara fungsional @leh aparat

-,

pengawasan.

Ruang lingkup pengawasan meliputi :

2.
b.

C.

Kegiatan umum pemerintahan;

Pelaksanaan rencana pembangunan:s

Penyelenggaraan, pengurusan dan pengelolaan keuangan dan
kekayaan Negara:;

Kegiatan badan usaha milik Negara dan badan usaha milik
Daerah:

'Kegiatan aparatur pemerintah di bidang vang mencakup ke

iembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

BAB 1I
PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG

Pasal 3

Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk pro-

yek pembangunan di lingkungan Departemen/Lembaga/Instansi

lainnya, menciptakan pengawasan malekat dan meningkatkan mu

tunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

A

melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan
pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas
pula:

melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituang-
kan secara tertulis yaﬁg dapat menjadi pegangan dalam pe-
laksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewe-
nang dari atasan;

melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang
harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan
tersebut, dan hubungan antara berbagal kegiatan beserta
sasaran yang harus dicapainva;

melalui-prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksana
an yang jelas dari atasan'kepaaa hawahan:

e, melalui..
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e, melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yvang me-
rupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi. yang
diperlukan bagi pengambilan keputusaﬂ serta penyusunan per
tanggungjawaban, baik mengenai pelaksahaan tugas maupun me
ngenai pengeloclaan keuangan;

f. melalui pembinaan personil yang terus-menerus agar para pe
laksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik
tugas yang menjadi tanggungjawabnya danltidak melakukan tin
dakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tu
gasnya. ﬁ

Adanya aparat pengawasan fungsional dalam suatu satuan organi

sasi pemerintahan tidak mengurangi pelaksanaan édan peningkatan

pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh atasan terhadap

,bawahan., ' '

BAB III
PENGAWASAN FUNGSTONAL

Pasal 4

Kebijaksanaan pengawasan digariskan oleh Presiden.
Wakil Presiden secara terus menerus memimpin dan mengikuti pe
laksanaan pengawasan. )
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Industri, dan Pengawasan
Pembangunan, selanjutnya disingkat MENKO EKUIN & WASBANG,medg
koordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan pengawasan dimaksud
ayat (1). ' )
Pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional di-
lakukan oleh : ,
a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya di

singkat BPKP yang bertugas: ’

i. merumuskan rencana dan program pelaksanaan pengawasan
bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dimaksud ayat{3);

ii. melakukan koordinasi teknis pelaksanasn pengawasan yang diseleng-
garakan oleh aparat pengawasan di Departemen, Lembaga Pemerintah
Non Departemen, dan Instansi Pemerintah lainnya baik Pusat maupun

di Daerah seo0c:.
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di Daerah sesuai dengan rencana dan program dimaksud
dalam angka i ; “

iii. melakukan sendiri pengéwasan dan pemeriksaan sesuai
dengan tugas dan fungsinyaj

b. Inspektorat Jenderal Departamen, Aparat Pengawasan Lembaga
Pemerintah Non Departemen/lnstansi Pemerintah 1éinnya yvang
melakukan pengéwasan terhadap kegiatan umum pemerintahan
dan Pembangunan dalam lingkungan Departemen/Lembaga Pemerin
tah Non Departemen/Instansi Pemerintah yvang bersangkutan;

¢. Inspektorat Wilayah Propinsi yang melakukan pengawasan umum
atas jalannya pemerintahan Daerah, baik yang bersifat rutin
maupun pembangunan;

d. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya yang melakukan pe-
ngawasan atas jalannya pemerintahan Daerah dan pemerintahan
Desa di Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan baik persifat
rutin maupun pembangunan.

Atas petunjuk Presiden dan Wakil Presiden, Inspektur Jenderal

Pembangunan melakukan pengawasan térhadap proyek-proyek pemba-_

ngunan sektoral, INPRES Bantuan Desa maupun Froyek-proyek Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan Rencana Program

Kerja Pengawasan Tzhunan yang disusun sebagail berikut:

a. Aparat pengawasan fungsional menyusun rencana kerjanya da
lam bentuk Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai
dan sejalan dengan petunjuk MENKO EKUIN & WASBANG;

b. Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan tersebut disuéun
cleh BPKP menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan, setelah
berkonsultasi dengan aparat pengawasan fungsional yang ber-
sangkutan dengan berpedoman ﬁepada petunjuk-petunjuk vang
diberikan oleh MENKO EKUIN & WASBANG:

¢. Untuk ....
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C, Untuk menjamin keserasian dan keterpaduan pelaksanaan pe-
ngawasan Kepala BPKP memberikan pertimbangan kepada Menteri
Keuangan dan Mente;l Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua BAPPENAS mengenai anggaran pelaksanaan Program - Kerja
Pengawasan Tahunan dimaksud pada huruf b.

Pasal &6

Pelaksanaan pengawasan dimaksud Pasal 5 dilakukan secara berjen

jang menurut tata kerja sebagai berikut :

a.  aparat pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan berda-
sarkan petunjuk Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non De-
partemen/Pimpinan Instansi masing-mpasing vang bersangkutan,
sesual dengan Program Kerja Pengawasan Tahunang

b. pelaksanaan pengawasan dimaksud dikoordinasikan secara tek-
nis oleh Kepala BPKP sesuai dengan Program Kerja Penga&asan
Tahunan;

c. hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penga-
wasan fungsional dibahas secara umum oleh MENKO EKUIN & WAS
BANG dengan Kepala BPKP serta aparat pengawasan lainnya yang
dianggap perlu:

d. hasil pembahasan dimaksud dalam butir c, dipergunakan sebagai
bahan MENKO EKUIN & WASBANG untuk memberikan petuniuk-petunjuk
bagi penyusunan- rencana Program Kerja pengawasan Tahunan se-
sual prioritas yang .,berlaku bagi seluruh aparat pengawasan
fungsional.

Pasal 7

{1l)Disamping pengawasan berencana menurut Program Kerja Pengawas
an Tahunan dimaksud dalam Pasal 5 dapat pula dilakukan penga-
wasan khusus terhadap penyimpangan;penyimpangan dan/atau masa
lah-masalah dalam bidang administrasi di lingkungan aparatur
pemerintahan yang dinilai mengandung dampak yang luas terha-
dap jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

"

(2) Pengawasan....
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(2) Pengésasan khusus tersebut dalam ayat (1) dapat dilakukan
oleh BPKP sendiri atau oleh team pemeriksaan gabungan{yang
dibentuk oleh Kepala BPKP) yang terdiri dari berbagal apa-
rat pengawasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
dipimpin oleh pejabat BPKP.

(3) Penetapan pengawasan khusus dan pembentukan team pemerik-
saan gabungan dimaksud dalam ayat (1) dan (2)  dilakukan
dengan Keputusan MENKO EKUIN & WASBANG atau Keputusan Ke-
pala BPKP sesuai dengan luas lingkup pengawasan khusus ter
sebut.

Pasali 8

{1) Inspektur Jenderal Pembangunan dapat melaksanakan kegiatan
pengawasan terhadap hal-hal tertentu atas petunjuk Presiden
dan/atau Wakil Presiden.

{2) Hasil pengawasan dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada
Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusén kepada MENKO
EKUIN & WASBANG dan Kepala BPKP. '

~ Pasal 9
Tata cara pelaksanaan pengawasan bagi masing-masing bidang wme-

nurut ruang lingkup pengawasan dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2)

"ditetapkan oleh Kespala BPKP.

Pasal 10
Kepala BPKP mengikuti kegiatan dan perkembangan pelaksanaan pe-
ngawasan baik yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawas

an Tahunan maupun pengawasan khusus.

BAB IV
KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN
FUNGSIONAL

-~

Pasal 11 .
(1) Dalam merumuskan kebijaksanaan pengawasan dan .secara terus

menerus memimpin dan mengikutl pelaksanaannyac.ieescecisscess

WaKil ceoccoooss
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Wakil Presiden dibantu MENKQ EKUIN & WASBANG dan Kepala BPKP

(2) Berdasarkan kebijaksanaan pengawasan dimaksud dalam ayat (1)
Wakil Presiden mengadakan rapat-rapat koordinasi pengawasan
yang dihadiri oelh:

a. Para Menteri:

b. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/PANGKOP-
KAMTIB:®

c. Jaksa Agung;

d. Para Pejabat lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 12
Rapa-rapat koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional sewaKtu-
" waktu dapat juga diadakan :

a. oleh MENKO EKUIN & WASBANG, dalam rangka membkahas serta menye-
lesaikan masalah-masalah yang bersangkutan dengan kebijaksanaa{
pelaksanaan pengawasan, di tingkat Menteri/Pimpinan Lembaga Pe-
merintah Non Departemen/Pimpinan Instansi Pemerintah lainnya;

b. oleh Kepala BPKP dalam rangka membahas dan menyelesaikan masa
lah-masalah pelaksanaan teknis operasional pengawasan, di ting
kat Departemen/Lembaga Pemerintah Nen Departemen/Inétansi Peme

rintah lainnya dan di tingkat Daerah.

Pasal 13

(1) Perencanaan program pengawasan di Daerah dan pelaksanaannya
oleh aparat pengawasan di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala
Perwakilan BPKP vang bersangkutan.

(2) palam melaksanakan tugasnya tersebut ayat(l) dan tugas-tugas
lainnya Kepala Perwakilan BPKP berada dibawah koordinasi Kepa
Ya Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Unaang-updang Nomer 5
Tahun 1974 beéerta Penjelasannya.

(3) Koordinasi ecoco..
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Koordinasi yang dilakukan oleb Kepala Wilayzh tidak boleh

. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan kebijak
sanaan pengawasan yang ditetapkan-oleh Kepala BPKP.

Pasal 14 ‘
Perwakilan BPKP di luar Negeri melaksanakan tugas pengawas
an sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapKan oleh Kepala
BPK?P.
Organisasi Perwakilan BPKP dimaksud dalam ayat (1) berada
di bawah koordinasi administratif Kepala Perwakilan Repub-
lik Indonesia yang bersangkutan. )
Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam melaksanakan ko
ordihasi administratif dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ber-
laku serta tiéak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan

pengawasan yang ditetapkan cleh Kepala BPKP.

3

BAB 'VI
PELAPORAN PENGAWASAN FUNGSIONAL

oot neaEt e o 3 ‘fPas’al .,'eg‘ fave. e e FE e T A
Hasil® pelaksanaan pengawasan balk bergasafkan Pr0gram Kerja
Pengawasan ‘Tahunan maupun berdasarknn pengawaaan khusus dl
laporkan oleh aparat pengawasan fun 51onal masing - masing

Kepada 3 . . AP

" d... Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpi

*nan Instansiyang bersangkutan dengan tembusan kepada Ke
pala BPKFP disertal saran tindak lanjut mengenail penyele-

» saian-masalab-yang terungkap-dari padanya; :

b. MENKO.EKUIN-& WASBANG. dan. Menteriy/Pimpinan Lembaga+Peme~

.+ rintab- Non Departemen/Pimpinan Instansi Pemerintah yang
.- bersangkutan, - dengan. tembusan:-kepada- Kepala. BPKP; khusus
-untuk- masalah-yang mempunyai dampak luas,:baik: terhadap:
;Tjalanny;,Qemerintah-maupundterhadap kehidupan: masyarakat .

o E A " .o N

' C(2) MENKG .rrenennn.
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MENKO EKUIN & WASBANG menyampaikan laporan hasil kerja pe-~
laksanaan pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada
Wakil Presiden.
Wakil Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan dan pen-
jelasan mengenai penga&asan, baik dari MENKO EKUIN & WASBANG
dari Kepala BPKP maupun dari aparat pengawasan fungsional
lainnya. )
Dalam hal laporan dimaksud dalam ayat {(3) diminta dari aparat
pengawasan fungsional, tembusan laporan van¢g bersangkutan 4i
sampaikan juga kepada MENKO EKUIN & WASBANG dan kepada Kepa-
la BPKP.
Sepanjang menyangkut kedudukannya sebagal dimaksud dalam Ke-
putusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawas-
an Keuangan dan Pembangunan, Kepala BPKP menyampaikan lapor-
an berkala mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada
Presiden dengan tembusan kepada Wakil Presiden, MENKO EKUIN
& WASBANG, dan Menteri/Sekretaris Negara.

BAB VII
TINDAK LANJUT PENGAWASAN FUNGSIONAL
Pasal 15

Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/
Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan, setelah menerima
laporan dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mengambil
langkah-langkah tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang diidentifikasikan dalam rangka pelaksanaan pe
ngawasan, sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undary
an yang berlaku.

Tindak lanjut dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a.. tindakan administra&if sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian, termasuk penera
pan hukuman disiplin dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
No. 30 Tahun 1880 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Ne-
geri Sipil.

L. tindakan .....
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b. tindakan tuntutan/gugatan perdata, antarz lain :
- tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali;
- tuntutan perbendaharaan:
- tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi,
dan lain-lain;

c. tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan per-
karanya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Ke
pala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indi
kasi tindak pidana khusus,seperti kerupsi,dan lain-lainnya

d. tindakan penyempurnaan aparatur Pemerintah di bidang kelem

bagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

Pasal 17 ) .
Tindak lanjut dimaksud dalam Pasal 16 ayat {(2) huruf d yang‘
berhubungan dengan penyempurnaan ketatalaksanaan vang harus
ditetapkan/diatur dengan Keputusan Menteri /Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departeﬁen/Pimpinan Instansi lainnya,dilaku-
kan setelah berkonsultasi.deﬁoan atau mendapat mersetujuan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaran
ERAORANL B 6] 08 S N IS St s B LA
Pasal ) 18 P

L T O I A PN ¥ o ¥

(1) Penyelenggaraan tlndak lanjut tersebut dalam Pasal 16 di
koordlna51kan oleh MENKO EKUIN & WASBANG dan dlbantu oleh
Kepala BPKP°1:

(2) Langkah lnngkah tlndak lanjut .yang dllakukdn oleh para

Menterl/leplnan Lembaga Pemerlntah Non Departemenlplm—\

I;‘-r:‘. o v

plnan Lembaga Pemerlntah Non Departemen/leplnan Instan

LA

si lalnnya dlmaksud dalam Pasal 15 dlborltahukan kepada

o 4 i LA

Menterl Negara Pendayagunaan Ayaratur Negara khusus me-

nyanqkut tlndakan gdmlnlstfétlf’dan tlnuakan penyempur—fq
.naan aparatur Pemerlntah dlmaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) huruf a dan huruf a dan kepada Kepala BPFKP mengenai

tlndakan dlmaksud ddlam Pasal 16 ayct (2) huruf a b(:d

. Lo
. F 7 AT s 47 " o B . - Ty Loror LS

TS0t (A S T K O M [ o
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Pasal 19

Penyelesaian tindak lanjut masalah yang berhubungan dengan
tindak pidana dikonsultasikan oleh Kepala BPKP dengan Kepa-

" la Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Jaksa Agung.

(2)

Kepala BPKP menyampaikan laporan tindak lanjut dimaksud

dalam ayat (1) serta penyelesaian masaleshnya kepada MENKO
EKUIN & WASBANG dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen/Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan.

Pasal 20

Perkembangan penyelesaian tindak lanjut dimzksud dalam Pasal.

16 dan 17 dilaporkan keseluruhannya secara berkala oleh MENKO
EKUIN & WASBANG dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Ne-

) gara kepada Fresiden ‘dengan tembusan Kepada Wakil Presiden.

EAB VIII

LAIN - LAIN

Pasal 21
Tata cara baru pengadministrasian keuangan Negara termasuk
pembukaan rekening-rekening pada Bank, dikonsultasikan ter-
lebih dulu oleh Menteri/Pimpinan Lembaga bemerintah'Non De~
ﬁartemen/Pimpinan Instansi yang bersangkutan kepada Kepala
BPKP. '

Pasal 22

MENKO EKUIN & WASBANG dGan Menteri Keuangan mengatur hal-hal
vang diperlukan agar Kepala BPKP atau peétugas yang ditunjuk
nya dapat mempercleh bahan' untuk meyakinkan kebenaran jum-
lah penerimaan pajak, bea, cukai, dan penerimaan Negjara la-

innya yang menyangkut seseorang atau badan hukum.



